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Menimbang : a. 

 

 

 

 

 

 

 

b. 

 

 

 

 

 

c. 

 

 

 

 

 

d.  

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik.Informasi Publik yang Dikecualikan 

bersifat ketat dan terbatas, sehingga pengecualian Informasi Publik harus 

sesuai dengan undang-undang, kepatuhan, dan kepentingan umum yang 

didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi  

apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan 

mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup informasi publik 

dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau 

sebaliknya. 

bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 

442/KPTS/MU/2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi 

dan Dokumentasi (PPID) dan PPID Pelaksana pada Badan Publik Lingkup 

Pemerintah Provinsi Maluku Utara; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, 

dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi 

Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara selaku Pejabat 

Pengelola informasi dan Dokumentasi Provinsi Maluku Utara tentang 

klasifikasi informasi yang dikecualikan; 

Mengingat : 1. 

 

 

 

 

 

2. 

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi 

Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat 

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174 Tambahan Lembara Negara 

Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895); 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun tentang Keterbukaan Informasi Publik 

  

 

 

3. 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

  

 

 

 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
 

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA 

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 
JL. Raya Lintas Halmahera Gosale Puncak – Sofifi 
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